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Mengingat

DEITGAIT BAII}IAT TUHAIY YAIIG MAIIA ESA

BI'PATI TULUIVGAGT,IVG,

: bah*a untuk meraksanakan Ketentuan pasal g2 Ayat (2) danPasal 10o Ayat (4) Pemerintah Nomor 43 Tahu n 2ol4tentang
Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun2ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan pemerintatr Nomor 4T Tahun 20rs, perluditetapkan Tunjangan, Tambahan T\rnjangan danPenerimaan [a'in yang sah Bagi Kepala Desa dan perangkat
Desa di Kabupaten T[lungagung dengan peraturan Bupati;

: 1' Undang-undang Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa
0embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor T, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun 2OI4tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor6 Tahun 20L4 tentang Desa (*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor r23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ss39) sebagaimanaterah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor47 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20lS Nomor lST, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor STLT);

4' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahu n 2or4tentang pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
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I Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor
I Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan
Desa;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN, TAMBAHAN
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI
KEPATA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati T\rlungagung.

2 Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisionar yang diakui dan dihormati dalam srstem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

4 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara peme rintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

6' Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekreunat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi daram bentuk pelaksana Teknis dan Unsur
Kewilavahan.
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7. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut ApBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

8. Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa adalah tunjangan yang

lt_T"u"" 
kepada Kepala Desa dan perangkat Desa selain dari penghasilan

l etaD.

s T"mb"han Ttrnjangan Kepala Desa dan perangkat Desa adalah rambahan
Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa dariHasil Pengerolaan 'I'anah Bengkok selain penghasilan tetap dan tunjangaan
Kepala Desa dan perangkat Desa.

l0' Penerimaan [a'in Yang sah Kepala Desa dan perangkat Desa adalahPenerimaan yang diterima Kepara Desa dan perangkat Desa serainpenghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan yang dapa.tbersumber dari ApB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang_undangan.
I I Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oreh pemerintah Desadan dikerora untuk kegiatan usa-ha oesa sehingga menjadi salah satusumber pendapatan Desa yang bersangkutan.
l2'Tanah Bengkok adalah bagran dari ranah Kas Desa yang digunakan

sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.l3' Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkanoleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermu syawaratan Desa.
14' Tunjangan Kesehatan adalah T\rnjangan yang diberikan kepada KepalaDesa dan perangkat Desa untuk memelihara dan meningkatkan dera.iatkesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa.
15 Tunjangan Kematian adarah uang Tunai dalam bentuk biaya pemakaman

maupun santunan berupa uang yang diberikan kepada ahli waris ketikaKepala Desa dan perangkat Desa meninggal dunia dalam masa aktif.
16'Tunjangan Kecelakaan lGrja adalah Tunjangan yang diberikan kepadaKepala Desa dan perangkat Desa untuk memberikan perlindungan atasrisiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan keq.a.
17 T\rnjangan Kinerja adalah Trrnjangan yang merupakan fungsi darikeberhasilan peraksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja ,,..r* ,","r,dicapai oleh seorang individu Kepala Desa dan perangkat Desa dandiberikan setiap bulan.
l''Tunjangan purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada KepalaDesa dan perangkat Desa setelah berakhir masa bhaktinya atau

di berhentikan dengan hormat.
19' Honorarium Kegiatan adarah pembayaran atas jasa yang diberikan dalamrangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
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20' Biaya Perjalanan Dinas adarah Biaya yang dikeruarkan untuk membiayai
perjalanan dinas dal,am rangka kepentingan dinas/negara yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan Bupati
Tunjangan dan penerimaan l,ain yang
Desa di Kabupaten Ttrlungagung.

ini meliputi T\rnjangan, Tambahan
Sah bagi Kepala Desa dan perangkat

BAB III
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

pasal 3

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menerima Tunjangan.(21 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) terdiri dari :a. Tunjangan Kesehatan;
b. Tunjangan Kecelakaan Keq.a;
c. Tunjangan Kematian;
d. Tunjangan Kinerja;
e. Tunjangan purna Bhakti; dan
f. Tunjangan Lainlain yang sah.

(3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapatbersumber dan A'BD serta dilaksa'ekan melalui keikutsertaan dalamProgram Jaminan Kesehatan ,vang diselenggarakan oleh BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BpJS) Kesehatan.(4) Pembayaran Jaminan seb'gaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankanpada ApBDesa sesuai dsngan ketentuan peraturan perundang_undangan.(5) TUnjangan Kecelakaan Kerl.a dan f.,.rrju,'gu' Kematian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melaluikeikutsertaan dalam hogram Jaminan Kecelakaan Ke{a dan program
Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggara
Jaminan Sosial (BpJS) Ketenagake4.aan.

(6) Ketentuan pelatsanaan pemberian Tunjangan Kesehatan, TlnlanganKecetakaan Kerja, dan ,I\rnjangan xematii, ,* ;; ol_" o",sekretaris Desa yang berstatus pNS dilakukan berdasarkan ketentuanperaturan perundang_untiaagan yang berlaku.(7) T\.rnjangan sebagaimana aimat<suJ pada ayat (5) dibebankan padaAPBDesa sesuai dengan kemampuan keuangirn desa dan pembayaran
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Jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
diberikan kepada :

a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 540.000,00 (Lima Ratus Empat
Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;

b' sekretaris Desa Non pNS minimal 7@/o dan maksimal g00lo dari
Tunjangan Kinerja Kepala Desa; dan

c. Perangkat Desa minima.l 50% dan maksimal 60% dari Tunjangan
Kinerja Kepala Desa.

Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa non pNS berdasarkan
klasifikasi masa bhakti.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e,dapat bersumber dari ApBDes diluar pengelolaan hasil tanah bengkok dansesuai kemampuan keua-ngan desa.
Klasifikasi masa bhakti, besaran dan rincian tunjangan puma bhaktisebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dalam peraturan
Desa.

Tunjangan sebagaimana dimalsud pada ayat (2) huruf f diberikan brgrDesa-Desa dengan kondisi geograJis tertentu (wilayah pegunungan, tidakmempunyai bengkok).
Besaran dan Rincian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d dan huruf f diatur lebih lanjut dalam peraturan Desa.

BAB IV
TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Selain mendapat Tunjangan, Kepala Desa dan perangkat Desa dapatdiberikan Tambahan Tlrnjangan yang bersumber dari pengelolaan TanahBengkok.

Pengeiolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelolaoleh Pemerintah Desa dan dituangkan dalam ApBDes.
Penerimaan Desa yang berasal dari hasil pengelolaan Tanah Bengkoksebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan dalam ketentuanperhitungan Belanja Desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Besaran Tambahan T[njangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dalam peraturan Desa.

(e)

(10)

(1 1)

( 12)

(13)

(i)

(2)

(3)
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BAB V

BAGr K;:Iff 'ffi 
"'fi'*,Hiill" o 

",opasal 5

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima penerimaan Lain yang
Sah.

(2) Penerimaan lain Yang Sah sebagairnerla dimaksud pada ayat (l)
terdiri dari :

a. Honorarium Kegiatan;
b. Biaya perjalanan Dinas; dan
c. Penerimaan l,ain yang Sah sesuai peraturan perundang_Undangan

yang berlaku.
(3) Penerimaan Lain yang Sah seb"gnimana

bersumber dari ApBDes dan sumber
peraturan perundangan yang berlaku.

dimaksud pada ayat (1) dapat
lain sesuai dengan ketentuan

(1)

(4) Besaran penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat [t)diatur lebih ranj ut dalam peraturan pesa oan berpedoman pada StandarBiaya pengelolaan APBDes yang telah ditetapkan oleh pemerrntah
Kabupaten TUlungagung.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

pasal 6

Dalam hal teladi kekosongan Jabatan Kepala Desa, penjabat (8..)Kepala Desa berhak menerima Tunjangan, Tambahan T\rnjangan dan

ffiTI*" 
Lain yang Sah sesuai peraturan perundang_Undangan 

yang

Dalam hal te4'adi kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Desa dapatmenerbitkan surat Keputusan Kepala Desa untuk menunjuk salah satuPerangkat Desa guna melaksaaakan tugas_tugas Sekretaris Desa.Perangkat Desa yang diberikan tugas oleti Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat menerima salah satu T\rnjangan yang lebihmenguntungkan, dan penerimaan lain yang Sah sesuai peraturanPerundang-Undangan yang berlaku.

t2)

(3)

Sekretaris Desa yang
tunJangan kineq'a dan
keuangan desa;

Pasal 7

berstatus pegawai

penerimaan lain
Negeri Sipil dapat diberikan

yang sah sesuai kemampuan

t

(1)
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(2) Pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 9 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
tanggal 5 Januari 2016

cecuna, /

gdanqkan di Tulungagung
q4{gnggal 5 Januari 2016

Peraturan

Kabupaten

DAER{H

bina Utama lfadya
NIP. 19590919 199003 I 006

r

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor Z


